Menimbang :

Mengingat

a.

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

bahwa di Kota Pasuruan banyak terdapat kegiatagugahaan parkir yang
diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan gghidiperlukan adanya
ketentuan yang mengatur mengenai pungutan terh&dgmtan tersebut
yang berupa pajak parkir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimgbadd huruf &
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Paj&k.Par

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahl@b4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota KecilJdwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tah881 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonestauial981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8209);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahi®33 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaegard Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan LembaragaddeRepublik
Indonesia Nomor 3566) sebagaimana telah diubahatehipdang-undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaramaxe Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaegafd Republik
Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahl@B7 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran NeBagublik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan LembaragafddeRepublik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah kadga kali dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 TahunO2Q0embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tai003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsdsmor 47
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik &xianNomor
4287);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Taf004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembiegera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaragafddeRepublik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Taf004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 oNoi®25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimkatadibah yang
kedua kali dengan Undangndang Republik Indonesia Nomor 12 Tat
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20@8nor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&vw4 )4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 TaBR0Q9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republilonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubtiknkesia Nomor
5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 TaR0@9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&pimdonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repufdi@niesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#®rTahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Pdsuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 NMon3p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nog&¥rtahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tpralkum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®3 18omor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2f)3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No&®&rTahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repudbbnesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4578

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#®rTahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaramerinBdan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuwb 2Qomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i)4

Peraturan Presiden Republik Indonesia NomoiTahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan dfer&erundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaB0A6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdddregan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 T&20056 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KB&suruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 T&007 tentang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dakotd Pasuruan
Tahun 2007, Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 TaBQ08 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kasaiidan Tahun 2008,
Nomor 09);



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

PwpnpPE

o

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasurua

Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertdntbidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajakjaldkontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi ladalan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakdapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperlDaerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan nolalai penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnyak Egmpai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Pajak serta peagampenyetorannya.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modgl m@nupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuklsaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komandjperseroan lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usalil&k rmaerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, fikaagsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaganisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnj@nbaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolekiri dentuk usaha tetap.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu keadayang tidak bersifat
sementara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaemapat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pake&ha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyetiagpat penitipan
kendaraan bermotor.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanjpote pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempurakadan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan E@EgHuthdangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) butdenkler atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerahgplma 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untm&nghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya Ll)(¢ahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun bukugyiisek sama dengan
tahun kalender.
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Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dig@a@a suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagi&unl&ajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganaepaaerah.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutiisiagkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untaklaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pdgkatau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuaigate ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnyagtiairSSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah diakuklengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengaa t@n ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepaarah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yatanjaénya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentbkaarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangaembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlafakpgang masih harus
dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaleary selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak gyanenentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selapgutdisingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jupdéibk pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tielaitang dan tidak ada
kredit pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsttea disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentjpkalah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lelabab dari pada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya gkain STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saadksiinistratif berupa
bunga dan/atau denda.
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusag gnembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekelirdalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadapgrpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak argruBurat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah KuraagarB Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Satatapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah LebilyaBaSurat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, ataut Sdeputusan
Keberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputuaarkaeberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat KetetBpgak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetdpajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daélll, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadapoingan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehib\Rgjak.
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yand depakan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakgrberlaku.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilak @i@gs banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh \Rgjak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangldifalsecara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yaetputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, sertaghrhbrga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengamyusien laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pdukde Tahun Pajak
tersebut.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghingrurmengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan seagektif dan
4



profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaatuk u menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerahmettéivusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kedentyeraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retdaesh.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakaarah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikuki mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuenig tindak pidana
di bidang perpajakan daerah dan retribusi yangdergerta menemukan
tersangkanya.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yalagjigaya disingkat
APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja D&ari@hPasuruan.

29. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kotar&asu

BAB |1
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak sebagai bagsman atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jddaik, yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebaghai ssaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempatrpdirkuar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maypuog disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempatipgenkendaraan
bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dinthkswla ayat (1) adalah:
a. penyelenggaraan tempat parkir oleh PemerirdatiP@merintah Daerah;
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkanty@my hanya digunakan
untuk karyawannya sendiri.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yaslgkmkan parkir kendaraan
bermotor.

Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yangyatenggarakan tempat
parkir.
BAB 111

DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaranyatay seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimagbadd ayat (1)
termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-crang diberikan kepada
penerima jasa parkir.



Pasal 7
Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan itemkadengan pokok
usaha dengan tidak memungut biaya parkir maupug gieediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan keardavarmotor, dikenakan
pajak sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 8
Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasaenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah @rpprkir berlokasi.
BABV
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 10
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(satan takwim.
Pasal 11
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saabgyaran parkir.
BAB VI
PENETAPAN
Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kiasusiengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pdpk kuasanya.

(3) STPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadissnpaikan kepada
Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) halak berakhirnya masa
pajak.

(4) Setiap Wajib Pajak membayar sendiri Pajak senytberdasarkan SPTPD,
SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(5)Bentuk, isi dan tatacara pengisian dan peny@npherdasarkan SPTPD,
SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur dengan PeraturanakepPaerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yasrgtang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh WajitalPagrdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan.
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(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakardasarkan penetapan
Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dekumhain yang
dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimanalkdind pada ayat (3)
berupa karcis dan nota perhitungan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakandiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah s=atangnya pajak, Kepala
Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kegaramain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala &aaetalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertidesk disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam sgratire

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhijagayang terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau daetag semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pafakterutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama imgsadengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidek laedit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalanPC3#B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angldk@nakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persemylan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukijangaktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat tegitga pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalanPCB3BT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksiiradtratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jurkéklurangan pajak
tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat dak tilikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindgdeaneriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagea dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administizifupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanndihdari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktingdama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yapgrstamakan, SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam |Psayat (3)
dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengidamnpenyampaian SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPR, SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) da&n(®)ydiatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurabgydir;



b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangambayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif parbunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalaPC53ebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengarkss administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap botak paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelanhjatempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sel#3gdua persen) sebulan
dan ditagih melalui STPD.

BAB I X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 17

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan PemlaetuSurat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkdahypajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajekatus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tahderbitkan.

(2) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajakabeteemenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepédiEb Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengg@nakian bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara @gmian, penyetoran, tempat
pembayaran, pengangsuran, dan penundaan pembggakndiatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKETPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Pdéusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajakapaektunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanbkedasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kelgapgala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SPPT;
b. SKPD;

c. SKPDKB;

d. SKPDKBT;

e. SKPDLB;

f. SKPDN; dan
g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga kadas ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalambahasanési® dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pddin@ 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungetaagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat m@ukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dke&uasaannya.
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(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak teleinbayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaitimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak diamqpygabagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikdn Képala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman swrbtkatan melalui surat pos
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat &ever

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (geias) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberutkspn atas keberatan
yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat bereparima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnyaypaj terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (4ydaelah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, ketrergang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandingyahakepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai kateya yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Byditajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasanjgksgdalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilamgalinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajigambayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pearrBiitusan Banding.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan fuddiabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalidangan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan patudg lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayatilftung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atakadulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa dendeesmb50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusaer&tn dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kedrerat

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonarliogn sanksi administratif
berupa denga sebesar 50% (lima puluh persen) setmgadimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau diken sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa dendes®b100% (seratus persen)
dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding diigirdengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kedrerat

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23



(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabgts Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atKi*BLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis @an/&esalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan terteméwndaeraturan perundang-
undangan perpajakan daerabh.

(2) Kepala Daerah dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admitidierupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurutatypan
perundangundangan perpajakan daerah, dalam halsisdaksebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukkarena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBiu aéSTPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapjk pang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara glaagtukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasagextimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi terteljek pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sarksinistratif dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak setsagaidimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN
Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajakpat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling larRgdua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganba Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membéeiaitusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud g@a (2) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputugsmmmohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkanSKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satlgan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajaknigm kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsipeghdungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak siebaga dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {ddmulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajjakutan setelah lewat 2
(dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan busefsesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaranHagiiembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayargk Babagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi aksdarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak s@atitangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak piddndidang perpajakan

daerah.

10



(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimakzada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Pakas;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, laagsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan SueksB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dijitgejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagiatimaaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya atekgn masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepadeerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaidimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohomgsw@an atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajik.Paja

BAB XIV

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK/SANKS

Pasal 26

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,ingegran dan
pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajalatau sanksinya.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasdam hal-hal
tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya sebaga dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuajib\Wajak.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, Kkeringanan @gembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal-in@nte atas pokok
pajak dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturpal&®aerah.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan onpaing sedikit
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per mahwajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran etmzerta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksudagatql) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaatuk u menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerahmdabngka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakaah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku adgatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang bertgayudengan
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatratngan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamcar
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan Pajak diatur denganuPanaKepala Daerah.
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BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajpét dhberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud paata(ay ditetapkan dalam
APBD.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insertidgsémana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 30

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepétuik lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya olehib\Rajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalaké&gamntuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (lakbejuga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk mentba dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undpegaajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dinrhkmda ayat (1) dan ayat
(2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak selsad@i atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapleinképala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga natgranstansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaaamdhldang
keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah beawgnmemberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pgta(B dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar miéabeketerangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang W &ajak kepada pihak
yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadildandgerkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hé#laara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izinulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dagaehli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan mdingtan bukti
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padany

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat h@us
menyebutkan nama tersangka atau nama tergug&trlakgan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atg@erdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIlII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Ling@an Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk noddak penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagardimaksud dalam

Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (lpladzejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah @heyang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuatunaergerundang-
undangan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padgByadalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneligrkagan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidangajskan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut nnésiped lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangangemai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan gdakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari oranbadgir atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangajp&an
Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain bedterdgengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahakti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta nkalaku
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pehasa tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Digera

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangingualkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedaaggbsang
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dmkuyang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tingadana
perpajakan Daerabh;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dgeriksa

sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelaasapenyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan BRedirisesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beetahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pakgithya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negdepublik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatumddiadang-Undang
Hukum Acara Pidana.

[S—

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak raemaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap rmampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Dagapat dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tataxn@dana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yangkidieau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyd&ap®&PTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&ampiketerangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daeraht digpdana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidenda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak &arang dibayar.

Pasal 32
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Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidalndiit setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangrajak atau berakhirnya Masa
Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atalkbienga Tahun Pajak yang
bersangkutan.

Pasal 34

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olelpdta Daerah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakdnsébagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) aligiddengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana algmaling banyak
Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olelpeta Daerah yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau sesegmamg menyebabkan
tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimanaksod dalam Pasal 30
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kammgling lama 2 (dua)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.00(s8puluh juta
rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaidhiareksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang Yarghasiaannya
dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada(hyatan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan giribaseorang atau
badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikanakngidana pengaduan.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan3amgdt (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahsépanjang mengenai
teknis pelaksanaan akan diatur dengan PeraturaalaBaerah.

Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yselagngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb#eta Pasuruan.

Ditetapkan di  : Pasuruan
pada tanggal : 11 Oktober 20120

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN
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Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Oktober 203C

PIt. SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN
ttd.
Drs.H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,
NOMOR 10

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Ttd,
SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat |
NIP. 19570216 198603 1 006
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PENJELASAN

ATAS

PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK PARKIR

. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiapanyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan faglitalgk. Oleh karena itu diperlukan adanya
penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumberag2e¢anl Asli Daerah baik berupa
penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yanggater tata cara pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Ied@Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yangabeht)ndang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan ReiriDaerah dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka pengelaraan parkir yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan perlu diatur tersendmidikenai pungutan pajak.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Adanya pengertian tentang istilah dalasalp ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir
dan salah pengertian dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah

ini.
Pasal 2 s/d Pasal 13 . Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1 . Cukup jelas
Angka 2 . Cukup jelas
Angka 2 : Yang dimaksud dengan “pajak yang terug@ihgung
secara jabatan” oleh Kepala Daerah atau pejabat yan
ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan
lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk.
Huruf b . Cukup jelas
Huruf ¢ . Cukup jelas
Ayat (2) s/d Ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 15 s/d Pasal 37 . Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 08
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